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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen tanah yang telah dialihkan, serta
menilai efektivitas sanksi pidana dalam mencerminkan keadilan substantif. Objek kajian adalah Putusan
Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, yang melibatkan terdakwa Samudin bin Dg. Bora atas dugaan
penggunaan akta jual beli palsu untuk merebut kembali tanah yang telah dialihkan dan menjualnya
kembali. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan teknik wawancara terhadap
hakim Pengadilan Negeri Makassar serta masyarakat yang memahami konteks pemalsuan dokumen
dalam transaksi pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam
Putusan Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks didasarkan pada pemenuhan unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP,
dengan menetapkan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah menggunakan dokumen palsu
untuk merebut kembali penguasaan atas tanah yang telah dialihkan. Putusan ini dikuatkan oleh tingkat
banding dan kasasi, mencerminkan konsistensi formil dalam penerapan pertanggungjawaban pidana.
Namun demikian, efektivitas sistem hukum pidana dalam perkara ini lebih bersifat prosedural daripada
substantif. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat belum sepenuhnya merasakan perlindungan
hukum yang konkret, mengingat praktik pemalsuan dokumen masih kerap terjadi dan belum ditangani
melalui langkah-langkah pencegahan yang bersifat struktural. Kondisi ini mencerminkan adanya
kesenjangan antara keberhasilan formal penegakan hukum dan terpenuhinya rasa keadilan di tingkat
masyarakat luas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan hukum pidana yang tidak
hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan yang lebih substantif,
serta perluasan akses perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menghadapi praktik pemalsuan

dokumen pertanahan.
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Abstract

This research aims to examine the judge’s legal considerations in establishing criminal liability for
document forgery involving land that has already been transferred, as well as to assess the extent to
which criminal sanctions reflect substantive justice. The object of study is Decision Number
634/Pid.B/2020/PN Mks, which involved the defendant Samudin bin Dg. Bora, who was found guilty of
using a falsified deed of sale to regain control over previously transferred land and resell it. An empirical
legal approach was employed, using interviews with a judge at the Makassar District Court and members
of the public familiar with the issue of document forgery in land transactions. The findings reveal that
the judge’s considerations in the aforementioned decision were based on the fulfillment of the elements
of Article 263 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code, with the defendant legally and convincingly
proven guilty. The verdict, upheld at both appellate and cassation levels, reflects procedural consistency
in the application of criminal liability. However, the effectiveness of the criminal justice system in this
case appears to be more procedural than substantive. Interviews indicate that the public has not fully
experienced tangible legal protection, as document forgery in land disputes remains prevalent and lacks
structural preventive measures. This highlights a gap between formal legal outcomes and the realization
of justice within the broader community. This study recommends strengthening a criminal law approach
that not only emphasizes punishment but also includes more substantive preventive efforts and broader
access to legal protection for the public in addressing document forgery in land affairs.

Keywords: Document Forgery, Land Ownership, Criminal Liability, Substantive Effectiveness, Case Studly,

Public Perception

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menegaskan bahwa
segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum
(rechstaat). Dalam ilmu hukum dikenal asas ub/ societas ibi ius yang berarti "di mana ada
masyarakat, di situ ada hukum". Hukum berperan sebagai panduan dalam kehidupan
manusia, dan keberadaannya diperlukan karena manusia hidup dalam masyarakat. Salah
satu tujuan hukum adalah untuk mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan
bersosial, serta memberikan pedoman mengenai pelaksanaan dan pemeliharaan hak dan
kewajiban tersebut. Adapun fungsi dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat
dari perilaku yang merugikan dan untuk menjaga ketertiban social dalam suatu kehidupan

bermasyarakat yang bermoral Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah wetmatigheid
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van bestuur yaitu Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu,
setiap tindakan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menentukan
bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain

Dalam sistem hukum Indonesia, tanah merupakan salah satu objek hak yang strategis
karena memiliki nilai sosial, ekonomi, dan hukum yang tinggi. Kepemilikan atas tanah
diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta pemanfaatan dan
penguasaan tanah secara sah sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum agraria
nasional. Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang
tentu memerlukan tanah bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk meninggal pun
manusia masih memerlukan sebidang tanah. Tanah mempunyai peranan yang penting
dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan
capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan di kalangan
masyarakat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan
capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus
dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil
dan merata juga harus dijaga kelestariannya.

Dalam analisis yuridis terhadap pemalsuan dokumen, perlu dipahami dengan
mendalam definisi hukum tentang pemalsuan dokumen. Definisi ini harus mencakup
berbagai bentuk pemalsuan yang dapat terjadi, seperti pemalsuan tanda tangan, materai,
atau dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana memandang serius tindakan
pemalsuan dokumen dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku, sebagaimana diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jika dilihat sekilas pemalsuan dokumen tampak sederhana dan lazim terjadi. Namun,
meskipun kelihatannya sederhana pemalsuan dokumen dapat menimbulkan dampak yang
merugikan dengan munculnya berbagai tindak pidana. Selain pasal 263 KUHP pemalsuan
dokumen juga diatur didalam pasal 35 undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Teknologi (ITE) yang jika disimpulkan pasal tersebut memuat ancaman pidana kepada
pelaku pemalsuan dokumen secara digital. Jika dalam pasal 263 KUHP ancaman pidana bagi
pelaku pemalsuan dokumen maksimumnya ialah 6 tahun maka perbedaan diantara
keduanya hanyalah terletak pada pengenaan ancaman pidana tambahan yang berupa

pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 yang dimana dalam pasal 35 Undang-
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undang Informasi dan Teknologi (ITE) mengatur tentang pemalsuan dokumen secara digital

atau elektronik.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang memandang
hukum bukan hanya sebagai norma tertulis (das sollen), tetapi juga sebagai suatu realitas
sosial (das sein) yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu,
pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris (empirical juridical approach). Penelitian
ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji secara mendalam
Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, serta pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah norma hukum yang

relevan, seperti Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen

Jenis dan Sumber Data

1) Diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan hakim yang memahami perkara
pemalsuan dokumen, serta anggota masyarakat yang terdampak atau memiliki
keterkaitan langsung dengan perkara a quo. Data ini digunakan untuk menilai
efektivitas putusan dari dua sudut pandang: aparat penegak hukum dan masyarakat
sebagai penerima dampak.

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (literature review),
meliputi buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, situs web terkait studi putusan

penelitian.

Teknik Pengumpulan Data Hukum

Penulis menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur sebagai metode utama
pengumpulan data empiris. Wawancara dilakukan secara langsung kepada aparat penegak
hukum dan masyarakat di sekitar lokasi objek tanah untuk menggali pemahaman, persepsi,
serta dampak sosial dari Putusan Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks, khususnya terkait
efektivitas pertanggungjawaban pidana dan keadilan substantif yang dirasakan masyarakat
Penelitian Kepustakaan (Library Research). Selain melakukan penelitian lapangan, penulis
juga melakukan penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui berbagai literatur hukum,
seperti buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta

putusan pengadilan, baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi.
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Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini mencakup aparat penegak hukum, khususnya hakim,
serta masyarakat yang mengetahui atau terdampak oleh perkara pemalsuan dokumen
sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks. Sampel diambil
secara purposive, terdiri atas:
1) Satu orang hakim atau praktisi hukum yang memahami konstruksi hukum perkara
tersebut;
2) Beberapa warga masyarakat, yang memiliki pandangan terhadap pelaksanaan

putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan
Dokumen Atas Objek Tanah Yang Telah Dialihkan Dalam Putusan Nomor:
634/Pid.B/2020/PN. Mks.
1. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN

Mks

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks menjatuhkan
pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa Samuddin Bin Dg. Bora atas
tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Putusan ini
menjadi salah satu bentuk implementasi terhadap efektifitas pertanggungjawaban pidana
dalam kasus pemalsuan dokumen, khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli
tanah.

Berdasarkan  Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor
634/Pid.B/2020/PN Mks, Terdakwa Samuddin bin Dg. Bora didakwa secara primair
melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dengan
sengaja membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan,
atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak dipalsukan, apabila pemakaian surat itu dapat menimbulkan
kerugian.

Fakta yang mendasari dakwaan ini adalah tindakan Terdakwa yang pada Februari 2018
mengajukan permohonan salinan Akta Jual Beli Nomor 808/VI/BK/1994 kepada Camat
Biringkanaya dengan dalih bahwa dokumen aslinya telah hilang. Permohonan tersebut

disertai dengan surat pernyataan dan surat kehilangan dari kepolisian. Namun berdasarkan
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bukti dan keterangan saksi, diketahui bahwa tanah dalam akta jual beli tersebut sebenarnya
telah dialihkan oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Basir pada tahun 1997. Pengalihan
tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat di hadapan notaris
serta disertai penyerahan asli dokumen kepada pihak pembeli. Selanjutnya, atas dasar
salinan akta yang dimohonkan, Terdakwa berencana menerbitkan sertifikat baru dan
menjual kembali sebagian dari tanah tersebut kepada pihak lain, termasuk kepada saksi
Achmad Suddin dan saksi Hj. Yenny, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik
sah. Tindakan ini menyebabkan kerugian materiil bagi saksi Muhammad Basir yang
sebelumnya telah membeli dan menguasai tanah tersebut secara sah.

Secara subsidiair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu dengan
sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, apabila pemakaian
tersebut dapat menimbulkan kerugian. Sebagai dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum
menjerat Terdakwa dengan Pasal 385 KUHP, atas tindakan menjual tanah yang belum
bersertifikat, padahal diketahui bahwa hak atas tanah tersebut juga dimiliki oleh orang lain.
Tindakan ini dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Secara keseluruhan, dakwaan yang diajukan mencerminkan dugaan bahwa Terdakwa
telah menggunakan rekayasa dokumen untuk mengklaim kembali objek tanah yang secara
hukum telah dialihkan, dan perbuatannya telah menimbulkan dampak hukum dan kerugian
nyata bagi pihak lain. Demikian dalam tingkat banding, perkara pidana dengan Nomor
435/PID/2020/PT MKS, terdakwa Samuddin bin DG. Bora didakwa melakukan pemalsuan
dokumen dan tindak pidana terkait penggunaan surat palsu sebagaimana diatur dalam
Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Setelah menganalisis putusan di tingkat pertama dan banding dalam studi kasus
pemalsuan dokumen ini, penambahan tinjauan pada tingkat kasasi memberikan perspektif
yang lebih mendalam. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid/2021,
terungkap bahwa MA menolak permohonan kasasi terdakwa. Majelis Hakim Kasasi
berpendapat bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah
dalam menerapkan hukum, serta telah mengadili terdakwa sesuai dengan hukum acara
pidana yang berlaku. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa telah
meminta salinan Akta Jual Beli dengan alasan palsu, padahal akta aslinya berada di tangan
pembeli sah, Muhammad Basir. Selain itu, surat pernyataan yang dibuat terdakwa berisi
keterangan tidak benar mengenai status tanah yang telah diperjualbelikan kepada

beberapa pihak. Dengan demikian, unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP tentang pemalsuan
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surat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dan Pasal 263 Ayat (2) karena
menimbulkan kerugian.

Dalam konteks efektivitas pertanggungjawaban pidana, hukuman yang dijatuhkan
menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen masih dipandang sebagai kejahatan yang serius
dan berimplikasi luas terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan
seseorang. Menurut Sudarto (1983: 45), efektivitas hukum pidana dapat diukur dari
seberapa jauh aturan hukum dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah
kejahatan serupa di masa depan Dalam hal ini, perlu ditelaah apakah hukuman 4 tahun
yang dijatuhkan dalam putusan ini cukup untuk memberikan efek jera atau justru masih
tergolong ringan jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh pemalsuan
dokumen. Menurut penelitian oleh Suganda et al. (2023), pemalsuan dokumen, seperti
dalam kasus pemalsuan hasil tes PCR, dapat menimbulkan dampak luas terhadap
masyarakat dan menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan
efek jera kepada pelaku dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Dengan demikian, putusan dalam perkara Samuddin Bin Dg. Bora dapat dibandingkan
dengan kasus-kasus tersebut untuk menilai konsistensi dan proporsionalitas hukuman yang
dijatuhkan dalam kasus pemalsuan dokumen. Dalam beberapa kasus, pemalsuan dokumen
dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, seperti sengketa pertanahan berkepanjangan
dan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, efektivitas
hukum pidana dalam menangani kejahatan ini tidak hanya diukur dari beratnya sanksi yang
dijatuhkan, tetapi juga dari bagaimana putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan
bagi korban dan masyarakat secara umum.

Lebih jauh, perlu adanya evaluasi terhadap tren putusan yang dijatuhkan dalam kasus
pemalsuan dokumen untuk memastikan bahwa terdapat standar yang jelas dalam
penegakan hukum. Perbedaan dalam penjatuhan hukuman terhadap kasus serupa dapat
menimbulkan kesan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat mengurangi
kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi hakim
untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga aspek sosial dan dampak

yang ditimbulkan oleh pemalsuan dokumen terhadap pihak yang dirugikan.

2. Apakah Pemidanaan Dalam Perkara Ini Telah Mencerminkan Keadilan Dan Kepastian
Hukum
Dalam Putusan Nomor 72 K/Pid/2021, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA)

menolak permohonan kasasi terdakwa, Samudin Bin DG. Bora, dan menguatkan putusan
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Pengadilan Tinggi Makassar yang sebelumnya dan juga menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Makassar. Putusan ini menjadi salah satu contoh implementasi hukum pidana dalam
menangani kejahatan pemalsuan surat, khususnya dalam transaksi jual beli tanah. Dalam
penelitian ini, analisis dilakukan berdasarkan tiga teori utama: teori efektivitas hukum, teori
pertanggungjawaban hukum pidana, dan teori interpretasi hukum. Teori efektivitas hukum
mengukur sejauh mana hukum mencapai tujuannya dalam masyarakat Dalam kasus ini,
efektivitas hukum dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari segi kepastian hukum,
putusan ini menunjukkan bahwa proses peradilan telah berjalan sesuai dengan prosedur
yang berlaku, mulai dari tingkat pertama hingga kasasi. Terdakwa memiliki hak untuk
membela diri dan mengajukan upaya hukum, dan pengadilan telah mempertimbangkan
semua bukti dan argumen yang diajukan.

Kedua, dari segi penegakan hukum, putusan ini menunjukkan bahwa aparat penegak
hukum berhasil mengungkap tindak pidana pemalsuan surat dan membawa pelakunya ke
pengadilan. Hakim juga telah menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan
terdakwa. Dalam putusan kasasi, MA menyatakan bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri
dan Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum (Mahkamah Agung RI, n.d.)

Dalam kasus ini, hakim perlu menafsirkan Pasal 263 KUHP untuk menentukan apakah
perbuatan Samudin Bin DG. Bora memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat.
Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Judex Facti tidak salah

menerapkan.

3. Hasil Temuan Lapangan

Dalam wawancara, yang saya lakukan bersama Bapak Wahyudi Said SH. M. Hum.
selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar, beliau menjelaskan secara rinci pertimbangan
hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara
pemalsuan dokumen atas objek tanah yang telah dialihkan. Beliau menyampaikan bahwa
di masyarakat, pemalsuan dokumen tanah bukan hal yang jarang terjadi, khususnya di
wilayah-wilayah dengan administrasi pertanahan yang lemah. Dalam banyak kasus,
masyarakat masih cenderung mengandalkan kekuatan bukti formal secara sepihak, bahkan
ketika substansi penguasaan tanah telah beralih. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya
ketimpangan pemahaman hukum di tengah masyarakat, serta lemahnya kesadaran akan
pentingnya proses legal formal dalam transaksi tanah. Dalam perkara ini, majelis hakim
mempertimbangkan secara hati-hati setiap alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan

saksi, bukti surat, serta pengakuan terdakwa di persidangan. Pemidanaan dijatuhkan
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berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, khususnya unsur
‘'membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak," dengan
maksud untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar.

Hakim Wahyudi juga mencatat bahwa perkara ini mencerminkan kecenderungan
masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui jalur manipulasi dokumen, bukan
melalui proses hukum yang sah. Hal tersebut memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan
pertanahan serta belum optimalnya fungsi preventif dari pejabat pembuat akta tanah
maupun notaris. Beliau menekankan bahwa perkara ini tidak hanya menyangkut keabsahan
dokumen, tetapi juga berkaitan dengan aspek kepemilikan dan niat untuk menguasai
kembali objek tanah yang telah dialihkan. Penjatuhan pidana dalam perkara ini telah
mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, serta mencerminkan sikap
kehati-hatian pengadilan agar tidak merugikan pihak lain secara sewenang-wenang.
Putusan ini diharapkan memberikan efek jera, sekaligus menjadi pelajaran agar setiap
transaksi pertanahan dilakukan secara sah dan tertib sesuai peraturan perundang-
undangan.

Penelitian ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara hasil putusan hakim dalam
perkara pemalsuan surat dengan tiga teori utama yang menjadi landasan konseptual, yaitu
teori efektivitas hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori interpretasi hukum.

Pertama, Teori efektivitas hukum menekankan bahwa hukum harus dapat ditegakkan
secara nyata dan memberi efek jera. Dalam putusan ini, hakim menjatuhkan pidana 4 tahun
penjara kepada terdakwa atas pemalsuan surat, mencerminkan fungsi hukum sebagai alat
penegak kepastian hukum dan pencegah pelanggaran serupa (deterrence). Pengurangan
masa penahanan juga menunjukkan penerapan prinsip keadilan, sehingga hukum bersifat
tidak hanya formal, tetapi juga substantif. Kedua, Teori pertanggungjawaban hukum
menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab
atas perbuatannya di hadapan hukum. Hal ini tercermin dalam putusan hakim yang
menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana pemalsuan surat, berdasarkan bukti dan
fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, teori ini menegaskan peran hukum
sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas dalam Masyarakat. Ketiga
Teori interpretasi hukum menyatakan bahwa hakim tidak sekadar menerapkan hukum
secara tekstual, tetapi juga menafsirkan norma hukum agar selaras dengan fakta dan tujuan
hukum. Dalam perkara ini, hakim menafsirkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat

berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan secara menyeluruh. Interpretasi tersebut
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memastikan putusan tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan
substantif dan kepastian hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan ketiga teori tersebut, yang
secara bersama-sama menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum berjalan secara
efektif, adil, dan berdasarkan penafsiran hukum yang tepat. Ketiga teori ini saling
melengkapi dalam menjelaskan peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Faktor-Faktor Yang Mendukung Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Pemalsuan Dokumen
1. Kejelasan Dan Konsistensi Norma Hukum Yang Digunakan Dalam Putusan

Kejelasan dan konsistensi norma hukum menjadi tolok ukur penting dalam menilai
sejauh mana suatu putusan pengadilan dapat memenuhi rasa keadilan serta berfungsi
secara efektif dalam menanggulangi tindak pidana. Dalam konteks perkara pidana
pemalsuan dokumen, norma hukum yang digunakan harus mampu menjelaskan unsur-
unsur delik dengan terang, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak
hukum dan majelis hakim dalam proses pembuktian dan pemidanaan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks,
terdakwa Samuddin bin Dg. Bora dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1)
dan (2) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa
secara sengaja membuat dan menggunakan sejumlah dokumen, termasuk Akta Jual Beli
palsu dan kwitansi-kwitansi yang tidak sah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dalam
transaksi jual beli tanah. Majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama
empat (4) tahun, serta memerintahkan penyitaan dan pengembalian sejumlah barang bukti,
termasuk dokumen-dokumen palsu yang digunakan terdakwa, kepada pihak-pihak yang
berhak.

Putusan ini juga memperlihatkan bagaimana sistem hukum Indonesia mampu
menyesuaikan antara teks norma dengan realitas di lapangan melalui pembuktian yang kuat
dan argumentasi hukum yang sistematis. Barang bukti yang berjumlah lebih dari 20 item,
termasuk berbagai akta jual beli, kwitansi, surat kehilangan, surat pernyataan, hingga tanda
tangan dan sidik jari terdakwa, semakin memperkuat keyakinan hakim atas terjadinya
pemalsuan. Hal ini menjadi indikator nyata bahwa penerapan norma hukum dilakukan

secara menyeluruh dan transparan, bukan sekadar formalitas. Dengan demikian, kejelasan
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dan konsistensi norma hukum dalam putusan ini tidak hanya menjadi dasar yuridis yang
kuat bagi penghukuman terdakwa, tetapi jugamenunjukkan profesionalitas penegak hukum
dan keseriusan pengadilan dalam menangani kasus-kasus pemalsuan dokumen tanah yang
rawan konflik. Kejelasan pasal, keterpenuhan unsur, serta konsistensi antar tingkat peradilan
merupakan bentuk konkret dari efektivitas hukum dalam menjamin perlindungan hak-hak

masyarakat melalui mekanisme pemidanaan yang akuntabel

2. Kepastian Hukum Dalam Seluruh Tingkat Pengadilan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks,
terdakwa Samuddin bin Dg. Bora dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun karena
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat,
sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Putusan ini menunjukkan penerapan hukum
yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran hukum yang serius. Kepastian hukum juga
tercermin dalam proses peradilan yang berjenjang. Jika putusan pada tingkat pertama
diperkuat oleh putusan pada tingkat banding dan kasasi, hal ini menunjukkan konsistensi
dalam penerapan hukum dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem

peradilan bekerja secara adil dan transparan.

3. Interpretasi Hukum Hakim Dalam Menafsirkan Fakta Dan Norma

Dalam kasus pemalsuan dokumen, interpretasi hukum oleh hakim sangat penting dan
seringkali diperlukan. Hakim bertanggung jawab untuk menginterpretasikan pasal-pasal
terkait pemalsuan dokumen dalam KUHP dan hukum lainnya untuk menentukan apakah
bukti yang ada memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti yang dijelaskan dalam pasal
263 dan 264 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, dalam putusan No. 634/Pid. B/ 2020/
PN. MKS hakim menyatakan bahwa terdakwa Samuddin Bin Dg. Bora telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini didukung oleh
berbagai alat bukti yang diajukan, antara lain akta jual beli, kwitansi, surat pernyataan, dan
surat keterangan kehilangan yang menunjukkan adanya pemalsuan dokumen terkait
transaksi jual beli tanah. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada
terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.
Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses penyidikan dan persidangan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai dengan prinsip hukum pidana
yang berlaku. Selain itu, hakim memerintahkan agar barang bukti berupa dokumen-

dokumen asli dan salinan yang terkait dengan perkara dikembalikan kepada pihak yang

Copyright @ Andi Nurafni Ayu Alfiani, Hasbuddin Khalid, Azwad Rachmat Hambali



berhak setelah proses persidangan selesai. Hakim juga

membebankan biaya perkara

kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00.

Putusan ini mencerminkan penerapan ketentuan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan

surat, di mana unsur-unsur pemalsuan surat telah terpenuhi, yaitu adanya pembuatan surat

palsu dengan maksud untuk digunakan seolah-olah surat tersebut asli dan sah. Dengan

demikian, putusan ini merupakan contoh konkret bagaimana hakim menginterpretasikan

dan menerapkan hukum secara tepat untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum

dalam perkara pemalsuan surat.

1.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penting: apakah sistem hukum
pidana di Indonesia benar-benar efektif dalam menanggulangi tindak pidana
pemalsuan dokumen, ataukah efektivitas tersebut hanya tampak secara formal
dalam putusan pengadilan? Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Makassar Nomor 634/Pid.B/2020/PN Mks dan putusan pada tingkat banding
serta kasasi, ditemukan bahwa sistem hukum pidana dalam kasus ini bekerja secara
konsisten dan formal sesuai asas kepastian hukum. Penjatuhan pidana penjara
selama 4 (empat) tahun terhadap pelaku, yang dikukuhkan dalam semua tingkat
peradilan, menunjukkan bahwa dari sisi penegakan formal, hukum pidana telah
diterapkan dengan ketegasan dan kesesuaian norma. Namun, efektivitas sistem
hukum pidana tidak dapat hanya diukur dari bentuk putusan yang konsisten dan
tegas, melainkan juga harus dilihat dari kemampuannya untuk memberikan keadilan
substantif dan mencegah pengulangan tindak pidana serupa. Dalam konteks ini,
putusan tersebut memang memberi gambaran bahwa hukum pidana mampu
menjawab kasus konkrit secara prosedural, namun masih perlu kajian lanjutan
mengenai sejauh mana pemidanaan ini berpengaruh terhadap pencegahan
pemalsuan dokumen dalam masyarakat secara luas. Dengan demikian, penenelitian
ini relevan untuk menilai kedalaman efektivitas sistem hukum pidana secara
substansial, tidak sekadar menampilkan kepatuhan terhadap prosedur hukum.

Beberapa faktor yang mendukung terwujudnya efektivitas penerapan sanksi pidana
dalam perkara ini antara lain: kejelasan norma hukum yang digunakan (Pasal 263
KUHP), kepastian hukum yang tercermin dalam logika pertimbangan hakim, serta
profesionalitas aparat penegak hukum dalam seluruh proses penanganan perkara.

Konsistensi putusan pada semua tingkat peradilan menjadi indikator formal adanya
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efektivitas sistem. Namun, efektivitas ini tetap perlu diuji secara berkelanjutan dalam
konteks sosial yang lebih luas untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya
efektif secara prosedural, melainkan juga substantif dalam menjamin keadilan dan

mencegah kejahatan serupa di kemudian hari.
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